BABV
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian mengenai penetapan
biaya layanan pada pembelian fast food di Allbaik Manna
Bengkulu Selatan serta analisisnya dalam perspektif Hukum

Ekonomi Syari’ah, dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Penetapan biaya layanan di Allbaik Manna Bengkulu
Selatan dilakukan dengan menambahkan service charge
sebesar 5% dari total nilai pembelian konsumen.
Kebijakan tersebut merupakan kebijakan internal
manajemen yang dikaitkan dengan pelayanan kepada
konsumen. Dana biaya layanan digunakan antara lain
untuk memberikan tip atau apresiasi kepada karyawan,
mendukung kegiatan cooking class, serta melakukan
maintenance dan peningkatan fasilitas toko. Hasil
penelitian juga menunjukkan bahwa konsumen
memberikan tanggapan yang berbeda terhadap biaya
layanan. Sebagian konsumen tidak keberatan karena
menilai nominalnya relatif kecil dan pelayanan yang
diterima cukup baik, sedangkan sebagian lainnya merasa
keberatan karena tidak memperoleh informasi mengenai
biaya tersebut sebelum melakukan pembayaran. Dengan
demikian, persoalan yang paling menonjol dalam

penerapan biaya layanan bukan besaran 5%, melainkan
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belum konsistennya komunikasi mengenai biaya tersebut
kepada konsumen. Dari hasil observasi dan wawancara
dengan konsumen, ditemukan bahwa informasi
mengenai adanya service charge atau biaya layanan tidak
selalu disampaikan kepada konsumen pada saat proses
pemesanan  berlangsung. Dalam banyak Kkasus,
konsumen baru mengetahui adanya biaya tambahan
tersebut setelah transaksi selesai dan struk pembayaran
diterima. Kondisi ini menunjukkan bahwa mekanisme
penyampaian informasi masih belum konsisten dan
belum sepenuhnya memenuhi standar transparansi yang
ideal dalam transaksi jual beli.

. Dalam perspektif hukum ekonomi syari'ah, biaya
layanan pada dasarnya dapat dibolehkan sebagai
imbalan atas pelayanan (ujrah) selama terdapat
kejelasan, keadilan, dan kerelaan para pihak. Namun,
hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian konsumen
baru mengetahui biaya layanan setelah transaksi selesai.
Kondisi tersebut menyebabkan informasi mengenai
harga akhir belum sepenuhnya diketahui konsumen
pada saat akad berlangsung. Oleh karena itu, penerapan
biaya layanan di Allbaik secara substansi dapat
dibenarkan sebagai kompensasi pelayanan, tetapi secara
prosedural belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip

transparansi dan at-taradi karena masih terdapat potensi
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jahalah fi ats-tsaman dan gharar. Agar penerapannya
sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syari’ah, biaya
layanan perlu diinformasikan secara jelas sebelum
transaksi dan konsumen harus memiliki kesempatan
untuk mengetahui serta menyetujui jumlah pembayaran

akhir.

B. Saran

Berdasarkan penarikan kesimpulan diatas, maka

penulis menyampaikan beberapa saran bagi beberapa pihak

yang mungkin dapat menjadi bahan pertimbangan:

14

Agar pihak Allbaik Manna Bengkulu Selatan
meningkatkan transparansi biaya layanan dengan
mencantumkan keterangan service charge atau biaya
layanan secara jelas pada menu, papan informasi di
kasir, serta memastikan kasir selalu menyampaikan total
harga sebelum transaksi diproses. Standarisasi sop dan
pengawasan berkala perlu diperkuat agar tidak terjadi
lagi miskomunikasi dengan konsumen.

Agar konsumen diharapkan lebih proaktif dalam
menanyakan rincian harga dan biaya tambahan sebelum
melakukan pembayaran, sehingga tercipta transaksi
yang lebih jelas dan saling ridha antara penjual dan
pembeli.

Agar pelaku usaha fast food lainnya pelaku usaha di
bidang fast food hendaknya menjadikan prinsip
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transparansi, kejujuran, dan perlindungan konsumen
sebagai prioritas utama dalam menetapkan biaya
tambahan, agar praktik Dbisnis tidak hanya
menguntungkan secara ekonomi tetapi juga sesuai

dengan ketentuan hukum ekonomi syari’ah.
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